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Tujuan: Menganalisis pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit, SPIP, dan 

ukuran daerah terhadap pelayanan publik dengan temuan audit sebagai mediasi 

pada pemerintah kota/daerah di Jawa Tengah tahun 2021-2023.  

Desain Penelitian dan Metodologi: Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda 

menggunakan alat ukur SPSS. Pengujian masing-masing variabel independent 

dengan uji parsial dan variabel mediasi menggunakan uji sobel test. Pengambilan 

sampel dengan cara sampel jenuh pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 

2021-2023 menggunakan sumber data sekunder.  

Hasil dan Pembahasan: Temuan menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi 

audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa 

Tengah, tetapi tidak signifikan. Sebaliknya, SPIP dan ukuran daerah memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. 

Temuan audit memiliki peran memediasi hubungan tindak lanjut rekomendasi 

audit dan pelayanan publik di Jawa Tengah, sedangkan tidak memediasi pada 

hubungan SPIP dan ukuran daerah pada kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah  

Implikasi: Penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan 

publik dapat mendukung konsep tata kelola pemerintahan. Secara praktis, 

penelitian dapat digunakan sebagai acuan evaluasi dan perbaikan mekanisme 

pelayanan publik di Jawa Tengah. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian dengan data primer dengan metode kualitatif.  

Pendahuluan 

Perubahan pasca reformasi pada tahun 1990-an mengubah kewenangan pemerintah daerah 

untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat dalam hal pendapatan dan belanja daerah, meningkatkan 

pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Yamin et al., 2022; Aikins et al., 2023). Tujuan utama 

dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kewenangan untuk 

mendapatkan pendapatan dan kewajiban pemerintah daerah (Lestari & Rohman, 2022). Pemberian 

otonomi tersebut berupa peningkatan pelayanan publik yang baik, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, dan mendukung kehidupan yang demokratis (Muluk et al., 2021; Sakti et al., 2023). 
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Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No. 23 tahun 

2014 mengenai Pemerintah Daerah. Keberhasilan suatu pemerintahan tersebut secara garis besar 

menunjukkan pada kepuasan masyarakat dengan tercapainya tata kelola pemerintahan yang 

berkelanjutan (Putu, 2024), (Syofyan et al., 2021). Dengan tercapainya kesejahteraan rakyat, 

menunjukkan bahwa pemerintahan berhasil dalam menjalankan program yang direncanakan (Rahayu 

et al., 2020; Azhar et al., 2022). Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam proses 

pengawasan dan evaluasi kebijakan yang dijalankan pemerintah (Yuni & Triyono, 2022).    

Audit menjadi alat penting dalam evaluasi kegiatan pemerintah, memberikan informasi, dan 

menunjukkan kinerja perangkat pemerintahan. Hasil audit akan memberikan respon pemerintah 

daerah/kota dalam memperbaiki atau mempertahankan kualitas penilaian dari auditor. Di sisi lain, 

keberhasilan penerapan SPIP dalam pemerintahan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan 

permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Beberapa permasalahan SPIP yaitu 

berkaitan dengan keakuratan, perbedaan catatan dengan keadaan sebenarnya, kelebihan pembayaran, 

dan perhitungan yang tidak valid (Fitri, 2024; Nadirsyah et al., 2024). Daerah yang memiliki total aset 

yang besar tidak hanya memiliki kapasitas lebih dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga dapat 

memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik (Sari & 

Darmastuti, 2023). Menurut Rofiq & Arza, (2021) total asset digunakan untuk mengukur besar 

pemerintah daerah/kota yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.  

Pada tahun 2023, semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapatkan penilaian 

berkualitas tinggi dalam pelayanan publik dari Lembaga Ombudsman RI, dengan tingkat kepatuhan 

mencapai 100% dan termasuk kategori zona hijau (Ombudsman, 2023). Akan tetapi, meskipun capaian 

ini sudah sangat baik, zona hijau tersebut bukanlah titik akhir yang harus dipertahankan secara statis. 

Pemerintah daerah perlu terus melakukan berbagai inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas 

pelayanan publik tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkat secara signifikan, sehingga dapat 

mendukung pencapaian kinerja makro pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan di tingkat 

provinsi maupun nasional. Berbagai temuan telah memeriksa topik kualitas pelayanan publik 

kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, pemilihan wakil daerah, belanja modal daerah, hingga 

penerapan pelayanan publik pada pemerintah desa dan beberapa kota kecil di Indonesia (Post & 

Kuipers, 2023; Mulyani et al., 2020; Pramiudi, 2024; Utami & Widarjo, 2022; Furqan et al., 2020; Furqan 

et al., 2021).  

Kualitas pelayanan publik menjadi suatu keharusan lembaga pemerintahan dalam 

mencerminkan transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban 

(Akay et al., 2021). Berdasar dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, peningkatan kualitas 

pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit (Furqan 

et al., 2020; Lestari & Rohman, 2022; Saipuloh et al., 2023; Pramiudi, 2024). Akan tetapi, masih terdapat 

berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik (Pertiwi & Wibowo, 2022). Faktor terkait 

SPIP dan ukuran daerah masih belum banyak diteliti (Dewi et al., 2021; Aafiah Millenia, 2022). Selain 

itu, fokus wilayah pada Provinsi Jawa Tengah belum diteliti, sehingga artikel ini membahas terkait 

SPIP, ukuran daerah, dan fokus pada wilayah Provinsi Jawa Tengah.  

Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus 

dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai program dan inovasi. Kerja sama yang baik serta 

peran aktif dari masing-masing instansi pemerintah daerah maupun kota menjadi faktor penting yang 

memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat, baik melalui 

penyediaan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif, maupun melalui kebijakan yang tepat 

sasaran. Dengan demikian, penelitian ini betujuan untuk menganalisis pengaruh tindak lanjut 

rekomendasi audit, SPIP, dan ukuran daerah terhadap pelayanan publik dengan temuan audit sebagai 

mediasi pada pemerintah daerah/kota di Jawa Tengah tahun 2021-2023, sehingga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan evaluasi yang mendukung pelayanan publik menjadi lebih baik.  
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Ulasan Literatur 

Teori Stewardship 

Dalam teori stewardship, terdapat hubungan antara steward dengan pemilik (principal), yang 

menyebutkan bahwa manajer mengutamakan kepentingan principal (Novianto & Firdaus, 2024).  

Dalam sektor publik, steward dicerminkan sebagai pemerintah dan principal dicerminkan pada 

masyarakat. Menurut Papra & Inapty, (2024) teori ini menggambarkan hubungan antara kepuasan 

dengan keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah memegang peranan sebagai pelaksana sekaligus 

penjaga Amanah dari rakyatnya yang dituntut untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung 

jawab dalam setiap langkahnya. Dengan begitu, integritas dan tanggung jawab steward dibutuhkan 

untuk mencapai kepercayaan dan pelayanan publik. Steward yang dipegang oleh pemerintah lebih 

mengedapankan kepercayaan dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara penuh. 

Pelayanan yang diberikan harus mampu menampung aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

Tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh pada penerapan pelayanan publik karena 

rekomendasi tersebut akan mendorong perbaikan dari kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan 

yang dilaksanakan oleh komite audit (Vokshi & Xhemajli, 2022). Hasil tindak rekomendasi audit 

digambarkan menjadi (i) sesuai dengan rekomendasi, (ii) tidak sesuai rekomendasi, (iii) tidak 

ditindaklanjuti, (iv) tidak dapat ditindaklanjuti (Furqan et al., 2021). Pengukuran tindak lanjut 

rekomendasi audit menurut Furqan et al., (2020) yaitu dengan besarnya persentase rekomendasi audit 

yang sesuai dengan rekomendasi dibagi dengan total rekomendasi audit. Penelitian oleh Pertiwi & 

Wibowo, (2022), menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh positif pada 

pelayanan publik. Hal tersebut, didukung juga penelitian oleh Widyastuti, (2015), dan Furqan et al., 

(2021). Akan tetapi, berbeda dengan Lestari & Rohman, (2022) yang menemukan bahwa tindak lanjut 

rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. 
 

H1: Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah 

 

Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dirancang untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang efektif, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penipuan, korupsi, 

serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi 

(Amsaroka et al., 2024). SPIP dalam pemerintahan memiliki fungsi utama untuk mengawasi dan 

mengendalikan setiap proses dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh kegiatan dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengukuran SPIP dilihat berdasarkan level 

maturitas yang tertera dalam laporan BPKP (Utami & Widarjo, 2022). Riset yang dilakukan oleh 

(Lustrilanang et al., 2023; Utami & Widarjo, 2022) menunjukkan bahwa SPIP berdampak positif 

terhadap layanan publik dengan memastikan pengeluaran modal yang efektif. Penelitian lain oleh 

Mulyani et al., (2020) menunjukkan bahwa ketika sistem pengendalian internal lemah, akan 

berpengaruh pada melemahnya kinerja, sehingga secara tidak langsung bahwa SPIP berpengaruh 

positif pada pemberian pelayanan publik. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dewi et al., 

(2021) apabila SPIP dapat dijalankan dengan efektif dan efisien akan menunjang pelayanan publik. 
 

H2: SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah 

 

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik 

 Ukuran daerah merupakan luasnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola 

berbagai aspek kehidupan masyarakat (Azahari & Sulardi, 2021). Perbedaan ukuran daerah pada setiap 

pemerintahan, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kompleksitas permasalahan 

yang dihadapi, akan mendorong terciptanya kebijakan yang berbeda pula. Menurut Aafiah Millenia, 
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(2022) ukuran daerah dapat diukur dengan total asset yang tertera pada neraca laporan keuangan 

pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah yang lebih lebih kecil 

cenderung memiliki klinik kesehatan yang lebih kecil, sehingga berpengaruh pada penyediaan layanan 

(Post & Kuipers, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif pada 

pelayanan publik. Penelitian tersebut didukung oleh Hortas-rico, (2018) yang menyatakan bahwa 

ukuran pemerintah memengaruhi efektivitas layanan yang diberikan. Akan tetapi, berbanding terbalik 

penelitian oleh Aafiah Millenia, (2022) menunjukkan bahwa besar kecilnya pemerintah daerah tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang memengaruhi 

pelayanan publik. 
  

H3: Ukuran daerah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah 

 

Temuan Audit Memediasi pada Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Pelayanan 

Publik 

Efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi audit akan berdampak pada penurunan jumlah 

temuan audit. Ketika rekomendasi audit ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai dengan ketentuan, 

kelemahan atau kekurangan yang ditemukan pada pemeriksaan sebelumnya dapat diperbaiki secara 

sistematis. Penurunan jumlah maupun tingkat keparahan temuan audit ini menjadi indikator adanya 

perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari segi efisiensi, transparansi, maupun 

kepuasan masyarakat. Ditemukan bahwa, temuan audit dapat memediasi hubungan antara tindak 

lanjut rekomendasi audit dan layanan publik, tetapi dengan tingkatan yang berbeda. Furqan et al., 

(2020) menemukan bahwa temuan audit berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan dan 

layanan publik karena mengungkapkan kekurangan suatu organisasi. Dalam beberapa hal, temuan 

audit secara tidak langsung memengaruhi kualitas layanan publik, tetapi dapat memengaruhi faktor 

lain seperti pendapat audit yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik (Saipuloh et al., 2023).   

 

H4: Temuan Audit memediasi pada hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan kualitas pelayanan publik di 

Jawa Tengah 

 

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan SPIP dan Kualitas Pelayanan Publik  

 Penerapan SPIP akan mengurangi jumlah temuan audit karena sistem tersebut mencegah 

kesalahan, penyimpangan atau kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Ketika jumlah temuan 

audit menurun, maka mencerminkan peningkatan tata kelola dan kepatuhan yang akan mendorong 

peningkatanan pelayanan publik. Artinya, SPIP tidak hanya berpengaruh terhadap pelayanan publik, 

tetapi juga secara tidak langsung dapat meminimalkan temuan audit. Temuan audit dapat memediasi 

hubungan antara SPIP dan pelayanan publik, dengan mengintegrasikan kerangka kerja pada 

peningkatan pelayanan publik. Auliya Siwi Nugrahani, (2023) menunjukkan bahwa audit kinerja 

menilai efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dengan mendorong akuntabilitas dan 

pelayanan publik. Selain itu, penelitian oleh Ghanem, (2024) menunjukkan bahwa audit yang efektif 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, peningkatan pelayanan publik 

bergantung pada implementasi dan tantangan sumber daya. Hal ini ditunjukkan berdasarkan pada 

penelitian Pertiwi & Wibowo, (2022) bahwa temuan menunjukkan peningkatan implementasi SPIP 

pada tindak lanjut rekomendasi audit yang mungkin strategi untuk meningkatkan pelayanan publik, 

yang tidak hanya berfokus pada temuan audit.  
 

H5: Temuan audit tidak memediasi pada hubungan SPIP dan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah 

 

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan Ukuran Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik  

Ukuran suatu daerah yang besar baik dari luas, jumlah penduduk, maupun jumlah aset, 

biasanya memiliki suatu aktivitas pemerintahan yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan 
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adanya temuan audit lebih banyak jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika ukuran daerah 

dikelola dengan tertib dan sumber daya memadai, maka temuan audit dapat ditekan. Dengan 

demikian, temuan audit dapat menjelaskan bagaimana ukuran daerah dapat berpengaruh terhadap 

pelayanan kepada masyarakat. Ukuran suatu daerah yang lebih luas pada umumnya memiliki sumber 

daya yang lebih besar, dengan ini akan mendukung penyediaan pelayanan publik yang lebih baik 

(Capaldo et al., 2017). Akan tetapi, efektivitas dari suatu layanan dipengaruhi oleh temuan audit yang 

berfokus pada beberapa bidang untuk perbaikan dan tata kelola keuangan. Suatu temuan audit yang 

dilakukan oleh BPK akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diperlukan 

adanya transparansi dan akuntabilitas (Indriani & Komala, 2024).   
 

H6: Temuan audit tidak memediasi pada hubungan ukuran daerah dan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah 

Desain Penelitian dan Metodologi 

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menguji variabel-variabel 

yang menjadi objek dan pengembangan informasi baru (Hardani et al., 2020). Jenis data menggunakan 

sumber data sekunder yang diperoleh melalui hasil penilaian BPK RI, BPKP Jawa Tengah, BPKP DIY, 

dan Kemendagri. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memeperoleh data secara objektif, 

sehingga hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampel yang digunakan 

menggunakan sampel jenuh, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah dengan rentang 

waktu 2021-2023. Uji asumsi klasik bertujuan menguji validitas model regresi yang diterapkan dalam 

penelitian. Uji normalitas yang digunakan menggunakan uji Kologorov-Smirnov, dimana data diangap 

normal apabila nilai signifikansi melebihi nilai tengah atau 0.05. Jika nilai signifikan melebihi nilai 

tengah, maka hasil pengujian dianggap terdistribusi normal (Iba & Wardhana, 2024). Selanjutnya, uji 

multikolinearitas digunakan untuk menguji gejala multikolinearitas antar variabel independen. 

Pengujian multikolinearitas menggunakan uji VIF (Variance Inflation Factor), dimana nilai VIF yang 

melebihi 10, menandakan multikolinearitas yang signifikan dalam analisis regresi (Iba & Wardhana, 

2024).  

Uji heteroskedastisitas dilihat dengan pendekatan visual melalui gambar scatterplot dengan 

pengamatan pada titik-titik yang tersebar diantara kedua sisi angka nol pada sumbu Y. Jika titik 

tersebar secara acak, maka tidak terdapat masalah pada heterokedastisitas. Selain itu, dalam pengujian 

autokorelasi untuk mengetahui hubungan kesalahan pengganggu saat ini dengan periode sebelumnya, 

menggunakan uji Durbin Watson. Nilai Durbin-Watson dilihat pada batas bawah dan atas yang 

menunjukkan ada tidaknya masalah autokorelasi (Iba & Wardhana, 2024). 
 

Tabel 1. Pengukuran Variabel 

Kode Variabel Pengukuran 

TLRA Tindak Lanjut Rekomendasi Audit  (Rekomendasi audit yang ditindaklanjut)/(Total 

rekomendasi audit) 

SPIP Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level maturitas SPIP  

UD Ukuran Daerah Ln (Total Aset Pemerintah Daerah/Kota) 

KPP Kualitas Pelayanan Publik Tingkat pencapaian SPM pada EPPD Kemendagri 

TA Temuan Audit Jumlah temuan pada LKPD BPK RI 

 

Dengan menggunakan software SPSS, analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana variabel variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi 

yang dibentuk dapat mengidentifikasi masing-masing variabel independen dalam memengaruhi 

variabel dependen.  Model analisis yang digunakan, sebagai berikut: 

TA = α + β1TLRA + β2SPIP + β3UD + ε……………………………………………….1) 

KPP = α + β1TLRA + β2SPIP + β3UD + TA + ε…………….…………………………2) 

TA   = Temuan Audit 

KPP = Kualitas Pelayanan Publik 

α  = Konstanta 
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β1, β2, β3 = Koefisien Regresi 

TLRA = Tindak Lanjut Rekomendasi Audit 

SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

UD  = Ukuran Daerah 

ε  = error 

 

Uji sobel test dilakukan untuk melihat pengaruh langsung atau tidak langsung dari variabel 

tindak lanjut rekomendasi audit, SPIP, dan ukuran daerah terhadap variabel kualitas pelayanan publik 

melalui temuan audit sebagai variabel intervening (Abu-Bader & Jones, 2021). Uji ini memungkinkan 

analisis yang lebih dalam terhadap hubungan antar variabel, sehingga dapat menambah pengetahuan 

ada tidaknya efek mediasi dalam penelitian. Pengujian sobel test dilakukan melalui kalkulator online 

pada website https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TLRA (X1) 105 1.82 138.10 57.7934 28.45346 

SPIP (X2) 105 2.00 3.00 2.9333 .25064 

UD (X3) 105 28.53 30.81 29.1439 .43421 

KPP (Y) 105 1.72 3.79 3.1358 .40025 

TA (Z) 105 3.00 36.00 12.5333 6.94908 

Valid N (listwise) 105     

Sumber: Olah data 2025, SPSS  
 

Variabel tindak lanjut rekomendasi audit memiliki nilai minimum 1,82 dan maksimum sebesar 

138,10 dengan rata-rata sebesar 57,79. Standar deviasi sebesar 28,45 menunjukkan bahwa penyebaran 

data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menunjukkan rata-rata sebesar 2,93. Standar deviasi level 

maturitas SPIP adalah 0,25 yang menunjukkan bahwa penyebaran data tidak bervariasi karena nilai 

standar deviasi tersebut dibawah rata-rata. Nilai minimum 2,00 dan maksimum 3,00, mengartikan 

bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada umumnya telah diterapkan dengan baik di 

sebagian besar daerah/kota, meskipun variasinya relatif kecil. Rata-rata nilai ukuran daerah sebesar 

29,14 menunjukkan bahwa ukuran daerah suatu pemerintah daerah/kota relatif homogen dengan 

perbedaan ukuran yang tidak terlalu signifikan antar daerah/kota. Besarnya nilai minimum sebesar 

28,53 dan maksimum 30,81. Standar deviasi sebesar 0,43 menunjukkan penyebaran data tidak 

bervariasi karena nilai standar deviasinya di bawah nilai rata-rata. 

 Variabel dependen, kualitas pelayanan publik memiliki rentang nilai antara 1,72 hingga 3,79, 

dengan rata-rata sebesar 3,14 dan standar deviasi sebesar 0,40. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan publik pada umumnya tergolong kategori cukup baik, meskipun belum mencapai 

kategori sangat tinggi. Nilai standar deviasi 0,40 mencerminkan daerah yang mungkin masih 

menghadapi kendala dalam penyediaan pelayanan publik secara optimal. Di sisi lain, temuan audit 

sebagai variabel intervening memiliki nilai minimum sebesar 3,00 dan maksimum sebesar 36,00, 

dengan rata-rata sebesar 12,53. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit antar pemerintah 

daerah/kota di Jawa Tengah cukup bervariasi. Rata-rata temuan cukup tinggi mencerminkan bahwa 

terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja instansi pemerintah yang belum 

sepenuhnya ditangani secara optimal. Nilai standar deviasi 6,95 menunjukkan sebaran data yang tidak 

terpusat, sehingga terdapat daerah/kota dengan temuan lebih tinggi dibandingkan daerah lain.  

 Uji asumsi klasik dilakukan pada penelitian ini untuk memastikan validitas model regresi yang 

dibangun, sehingga dapat diandalkan. Uji asumsi klasik yang diterapkan yaitu, uji normalitas, uji 
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multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Setiap uji yang dilakukan dapat 

memastikan bahwa data memenuhi prasyarat analisis statistic yang digunakan.  
 

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

  Residual 

N  105 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

 Std. Deviation .21971690 

Most Extreme Differences Absolute .068 

 Positive .048 

 Negative -.068 

Test Statistic  .068 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .200c,d 

Sumber: Olah data 2025, SPSS 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov pada tabel 3, nilai signifikansi 

diperoleh sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa 

data berdistribusi normal. Artinya, tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian, 

asumsi normalitas dapat terpenuhi dan model regresi dapat digunakan dalam analisis berikutnya.  
 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 TLRA (X1) .807 1.240 

 SPIP (X2) .955 1.047 

 UD (X3) .948 1.055 

 TA (Z) .758 1.319 

Sumber: Olah data 2025, SPSS 
 

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 4 menunjukkan seluruh variabel 

independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

Masing-masing variabel independent dan variabel intervning tidak memiliki hubungan linier, 

sehingga model regresi dapat digunakan pda uji selanjutnya. 

 

 
Gambar 1. Hasil Heteroskedastisitas menggunakan Uji Scatterplot 

Sumber: Olah data 2025, SPSS 
 

Berdasarkan gambar 1 uji scatterplot, titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah nilai 

0 dan tidak membentuk pola yang jelas. Pola yang tidak beraturan menandakan bahwa model regresi 

bersifat konstan. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian, 

sehingga model regresi dapat diartikan memenuhi analisis statistik. 
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 Uji autokorelasi menunjukkan nilai DW terletak antara 1.7617 < 1.960 < 2.2383, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi linier yang digunakan, baik 

positif maupun negatif. Ketiadaan autokorelasi tersebut, menunjukkan bahwa model regresi tidak 

saling berkorelasi satu sama lain, sehingga hasil analisis yang diperoleh dianggap valid.  
 

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 3.509 4 .877 17.475 .000b 

 Residual 5.021 100 .050   

 Total 8.530 104    

Sumber: Olah data 2025, SPSS 
 

Hasil uji simultan ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Nilai F sebesar 17,475 dengan regresi sebesar 4 dan residual 

100 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun dapat menjelaskan hubungan antar variabel. 

Dengan demikian, variabel independen dan variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel pelayanan publik sebagai variabel intervening. 
 

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .641a .411 .388 .22407 1.960 

Sumber: Olah data 2025, SPSS 
 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai R Square = 0.411 

menandakan bahwa 41,1% variasi dalam kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh variabel 

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, SPIP, Ukuran Daerah, dan Temuan Audit, sedangkan sisanya 

58,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Faktor-faktor di luar 

model penelitian ini dapat berupa budaya organisasi, kebijakan pemerintah, maupun kondisi social-

ekonomi masyarakat.  
 

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized B Coefficients 

Std. Error 

Standardized 

Coefficients Beta 

t Sig. 

1 (Constant) -4.161 1.499  -2.776 .007 

 TLRA (X1) -.050 .034 -.127 -1.492 .139 

 SPIP (X2) .468 .067 .547 6.963 .000 

 UD (X3) .225 .052 .341 4.326 .000 

 TA (Z) -.135 .048 -.249 -2.824 .006 

Sumber: Olah data 2025, SPSS 
 

KPP = -4.161 – 0.050TLRA + 0.468SPIP + 0.225UD – 0.135TA ..................................2) 
 

Berdasarkan pada tabel 7, hasil regresi linear berganda, nilai variabel tindak lanjut 

rekomendasi audit adalah –0.050, SPIP 0.468, ukuran daerah 0.225, dan temuan audit -0.135. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit dan temuan audit bernilai negatif, 

sedangkan SPIP dan ukuran daerah bernilai positif. Hal ini mengartikan bahwa semakin rendah sistem 

pengendalian internal pemerintah dan semakin kecilnya ukuran daerah, maka kualitas pelayanan 

publik juga semakin rendah.  

Uji mediasi pertama menggunakan uji sobel test adalah dengan mediasi Z ke X1 terhadap Y, 

menunjukkan nilai p 0,015 < 0,05 menandakan bahwa hasil sobel test signifikan secara statistik. 

Artinya, temuan audit memediasi pada hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan pelayanan 

publik di Jawa Tengah. Dengan kata lain, semakin efektif tindak lanjut rekomendasi audit, temuan 

audit cenderung menurun dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. 
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Uji mediasi Z ke X2 terhadap Y diketahui nilai p 0,115 yang lebih besar dari batas signifikansi 

0,05. Artinya, temuan audit tidak memediasi pada hubungan SPIP dan pelayanan publik di Jawa 

Tengah. Dengan kata lain, pengaruh SPIP terhadap kualitas pelayanan publik terjadi secara langsung 

tanpa perantara temuan audit. Hasil uji sobel test pada mediasi Z ke X3 terhadap Y, diketahui nilai p 

0,087 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak secara signifikan memediasi pada 

hubungan ukuran daerah dan pelayanan publik di Jawa Tengah. 

 

Pembahasan 

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Berpengaruh Negatif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Jawa 

Tengah 

Hipotesis pertama berdasar pada hasil uji t, tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variabel 

independent memiliki nilai koefisien sebesar -0.050 (p = 0.139 > 0.05) menunjukkan bahwa 

pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik bersifat negatif, tetapi tidak signifikan secara 

statistik. Temuan ini selaras dengan konsep dasar teori Steawardship yang menekankan pentingnya 

tanggung jawab steward dalam menjalankan amanah publik. Pemerintah sebagai steward seharusnya 

tidak hanya menindaklanjuti audit sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk komitmen 

untuk memperbaiki kinerja pelayanan bagi masyarakat (principal). Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian oleh Lestari & Rohman, (2022) bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh 

negatif terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga hipotesis pertama diterima.  

 

SPIP Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah 

Berdasarkan nilai pada uji t menunjukkan koefisien SPIP sebesar 0.468 dengan nilai signifikansi 

0.000 (< 0.05) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

pelayanan publik. Artinya, semakin tinggi penerapan SPIP pada suatu daerah, maka kualitas 

pelayanan publiknya juga semakin tinggi. Variabel ini memiliki pengaruh paling besar berdasarkan 

nilai Beta = 0.547. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian oleh (Utami & Widarjo, 2022; Mulyani 

et al., 2020; Dewi et al., 2021; Lustrilanang et al., 2023) bahwa penerapan SPIP tidak hanya sebagai 

pengawas internal, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pelayanan publik 

yang responsif dan berkualitas. Selain itu, dalam konteks teori stewardship, pemerintah sebagai 

pengelola bertanggung jawab dalam penerapan SPIP sebagai bentuk komitmen moral dan professional 

untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif. 

Pelayanan yang baik terlaksana dengan penuh kesadaran tanpa harus selalu bergantung pada 

pengawasan, sehingga hipotesis kedua diterima.  

 

Ukuran Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah 

Uji statistik t pada hipotesis ketiga, diketahui bahwa ukuran daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan koefisien 0.225 (p = 0.000). Artinya, semakin 

besar ukuran daerah, cenderung memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelayanan publik. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Post & Kuipers, 2023; Hortas-rico, 2018) 

bahwa ukuran daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang 

berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Terkait dengan konsep teori stewardship keberhasilan 

pelayanan di daerah yang lebih besar tidak hanya bergantung pada kekayaan wilayah, tetapi pada 

tanggung jawab steward kepada principal dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk 

kepentingan masyarakat, sehingga hipotesis ketiga diterima. 

 

Temuan Audit Memediasi pada Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Pelayanan 

Publik di Jawa Tengah 

Pada uji hipotesis keempat menggunakan uji sobel test, diketahui nilai p 0.015 < 0.05. Artinya, 

bahwa temuan audit memediasi hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan pelayanan publik. 

Dengan kata lain, tindak lanjut rekomendasi audit tidak secara langsung memengaruhi kualitas 
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pelayanan publik, tetapi melalui pengaruhnya dalam menurunkan jumlah temuan. Dalam perspektif 

teori stewardship, pemerintah sebagai steward merespon temuan audit sebagai baagian dari menjaga 

integritas, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas dan 

kuantitas tindak lanjut yang dilakukan, semakin baik peran steward dalam mewujudkan pelayanan 

publik yang berkualitas. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Furqan et 

al., 2020; Saipuloh et al., 2023) bahwa terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. 

 

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan SPIP dan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah 

Uji sobel test untuk hipotesis kelima menunjukkan nilai p 0.115 > 0.05. Hasil tersebut 

menandakan bahwa temuan audit tidak memediasi hubungan SPIP dan pelayanan publik di Jawa 

Tengah. Artinya, pengaruh SPIP terhadap pelayanan publik terjadi secara langsung tanpa perantara 

temuan audit. Kaitannya dengan konsep pada teori stewardship, peran pemerintah dalam penerapan 

SPIP mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara langsung. SPIP dapat tercermin secara 

optimal, meskipun tidak melalui temuan audit. Hasil temuan ini sejalan dengan Pertiwi & Wibowo, 

(2022) bahwa implementasi SPIP dan tindak lanjut rekomendasi audit perlu ditingkatkan, dibanding 

dengan hanya mengandalkan temuan audit. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.  

 

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan Ukuran Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik di 

Jawa Tengah 

Dalam uji sobel test temuan audit dapat memediasi ukuran daerah dan kualitas pelayanan publik, 

ditunjukkan dengan nilai p 0.087 > 0.05. Ukuran suatu daerah cenderung memberikan pengaruh secara 

langsung terhadap pelayanan publik tanpa perantara temuan audit. Hasil temuan ini relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Indriani & Komala, 2024; Capaldo et al., 2017) bahwa temuan audit 

akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan didorong penerapan akuntabilitas. 

Selaras dengan teori stewardship, peran pemerintah dalam memanfaatkan kapasitas wilayahnya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dapat mendorong keberhasilan pelayanan publik. Daerah dengan 

ukuran besar dan sumber daya yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara 

langsung apabila pemerintah dapat memanfaatkannya dengan tujuan kepentingan masyarakat. 

Dengan begitu, hipotesis keenam diterima. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditemukan kesimpulan bahwa tindak 

lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa 

Tengah. Selain itu, ditemukan SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di 

Jawa Tengah, sehingga hal ini harus terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik. 

Temuan lain menunjukkan bahwa ukuran daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

pelayanan publik di Jawa Tengah. Temuan audit memiliki peran memediasi hubungan tindak lanjut 

rekomendasi audit dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Semakin efektif suatu instansi pemerintah 

menindaklanjuti rekomendasi audit, maka semakin kecil temuan yang muncul, sehingga akan 

berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, temuan audit tidak 

memediasi hubungan SPIP dan pelayanan publik di Jawa Tengah serta tidak memediasi hubungan 

ukuran daerah dan pelayanan publik di Jawa Tengah.   

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman terkait kualitas pelayanan publik yang 

dapat mendukung konsep tata kelola pemerintahan. Suatu pemerintahan yang baik dapat tercermin 

dari kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, meminimalkan temuan, dan 

menjadikan hasil audit sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, secara 

praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah/kota yang ada di Jawa 

Tengah untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit dan memperkuat SPIP guna 

meminimalkan temuan audit. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh BPK, BPKP, maupun 
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Kemendagri sebagai bahan evaluasi dalam merancang mekanisme pemantauan tindak lanjut yang 

lebih efektif. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkaan dalam perspektif masyarakat maupun pemerintah secara langsung melalui data 

primer, baik wawancara maupun kuisioner, serta dapat memperluas cakupan wilayah di luar Provinsi 

Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini hanya menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif tanpa 

mengeksplorasi faktor lain seperti budaya oganisasi yang mungkin berpotensi memengaruhi kualitas 

pelayanan publik. 
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